BAB IV

ANALISA TERHADAP KASUS ANAK YANG MENGHALANGI AYAH
MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTRI SIRRI

. Ketentuan Nafkah dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Sebagai konsekuensi dari sebuah ikatan perkawinan salah satunya
ialah akan munculnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di antara hak-hak di
dalam keluarga adalah pemberian nafkah baik nafkah lahir maupun batin dari
yang berkewajiban (suami) kepada yang berhak menerima (istri). Kewajiban-
kewajiban nafkah tersebut melekat pada diri suami semenjak lahir dan
terbangunnya bahtera keluarga. Di dalam al-Qur’an maupun al-Hadits
terdapat banyak perintah untuk melaksanakan kewajiban memberikan nafkah
keluarga. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan penjelasan-penjelasan para
ulama’ figh melalui kajian-kajiannya yang mengungkapkan tentang
kewajiban, Syarat-syarat dan ketentuan masa memberikan nafkah, kadar atau
jumlah nafkah dan banyak hal yang berkaitan dengan nafkah tersebut.
Demikian pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum
Islam, sebagaimana dalam Pasal 80 dan Pasal 81 KHI yang berbunyi :.
Pasal 80 KHI :

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap
mengenai hal — hal urusan rumah tangga yang penting — penting diputuskan
oleh suami istri bersama.

2. Suami wajib melindingi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,
nusa dan bangsa.
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Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung :

Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri

6. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan

anak,

Biaya pendidikan bagi anak

8. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a
dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

9. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

10. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri

nusyuz.
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Pasal 81 KHI :

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya
atau bekas istri yang masih dalam iddah

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpan harta
kekayaan, sebagai tempat menata dan megatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan
serta disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat
pelengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri yaitu:

Pasal 30:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
yang terjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31:

(1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami salam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat.

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
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Pasal 32:
(1). Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34:

(1).Suami wajibmelindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.

(2). Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selain tersebut diatas, keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi

oleh suami adalah :

1. Belanja dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja dan pemeliharaan kehidupan anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak.

Ketentuan-ketentuan tersebut kiranya sudah cukup tegas untuk
mempertegas kewajiban memberikan nafkah bagi suami kepada orang yang
menjadi tanggunganya sebagaimana dalam kehidupan berumahtangga.
Namun, Dalam faktanya, masih banyak terjadi kelalaian atas kewajiban

memberikan nafkah tersebut. Ini dapat peneliti lihat di lingkungan masyarakat
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Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban bagi suami yang bertugas
untuk memperjuangkan hak-hak istri dalam hal tidak mendapatkan nafkah.
Seorang istri tidak mendapatkan nafkah sama sekali karena dihalangi oleh
anak kandung dari suami, adapun bentuk penghalangan anak kepada ayah agar
tidak bisa memberikan nafkah kepada istri siri ayah yaitu dengan mengambil
posisi pemegang bulog yang mana biasa disebut dengan dolog, semua
rekening ayah, surat tanah, sehingga ayah sampai sekarang tidak bisa
memberikan nafkah sama sekali kepada istri sirinya dalam hal ini disebabkan
karena anak-anak ayah (H. Handoko) tidak setuju dengan adanya pernikahan
antara ayah (H. Handoko) dengan istri (Handayani) maka itulah di jadikan

alasan oleh kedua belah pihak melakukan pernikahan siri.

Adapun fakta-fakta di masyarakat di desa Jegulo Kecamatan Soko
Kabupaten Tuban ini, banyak para suami yang melalaikan kewajibannya dan
juga masih belum maksimal memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini
disebabkan karna pengaruh budaya yang berlaku di masyarakat Desa Jegulo
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, mengalami akulturasi berbagai bentuk
yang ada seperti halnya masyarakat jawa pada umumnya, oleh karena itu,
corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-
macam salah satu bentuk budaya yang menonjol adalah tradisi kejawen (Islam
Jawa) terutama dalam hal masalah pernikahan. Maka ketika agama Islam
dipeluk oleh sebagain besar masyarakat jawa kebanyakan dari mereka masih
melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam

masyarakat. Masih kentalnya pengaruh kebudayaan jawa pada masyarakat
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desa jegulo dapat terlihat dari kasus anak yang menghalangi ayah memberikan

nafkah kepada istri sirri.

Hal ini, selain terdapat peraturan Undang-Undang dan KHI yang
mengatur juga merupakan hukum adat yang berlaku umum pada masyarakat
dalam berbagai lintas stratanya. Kasus ini juga dipengaruhi oleh rendahnya
tingkat pendidikan. Meskipun masyarakat desa Jegulo bertekad menjadikan
pendidikan sebagai prioritas utama bagi generasi mudanya, namun semangat
seperti ini haruslah membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.
Hingga saat ini berdasarkan data laporan triwulan desa Jegulo bulan
November 2015 penduduk menurut tigkat pendidikan angka yang
mendominasi tingkat lulusan pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD),
di samping itu juga masih banyak terdapat warga yang tidak pernah
merasakan pendidikan. Himpitan ekonomi, dijadikan sebagai faktor yang
paling dominan yang menghambat proses pendidikan, sehingga sering
dijumpai anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah harus bekerja
untuk sekedar melanjutkan sejarah kehidupan keluarga.

Fakta diatas mengindikasikan bahwa secara umum tingkat
pendidikan warga desa Jegulo masih tergolong rendah, hal ini secara otomatis
akan mempengaruhi mainset mereka dalam menyikapi problematika hukun
yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini permasalahan nafkah kasus anak
menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri sirri. Tingkat pendidikan
yang rendah juga akan menggiring mereka pada ketaatn penuh terhadap

seseorang yang mereka anggap faham terhadap hukum Islam dan perundang-
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undangan tanpa harus berfikir lebih jauh serta menganalisis tentang hal yang

mereka anut.

Dari sini diketahui secara gamblang mengenai alasan anak
menghalangi ayah memberikan nafkah kepada istri siri tersebut.Dengan
demikian, peneliti mempertegas bahwa memberikan nafkah lahir batin kepada
istri adalah kewajiban suami yang harus dilakukan meskipun itu dia sebagai
istri siri.
Meninggalkankewajibaninisamahalnyadenganmeninggalkankewajibanberaga
ma. Oleh sebab itu, maka yang dilakukan oleh anak kandung ayah dalam
menghalangi pemberian nafkah terhadap istri siri ayah diperbolehkan atau
dibenarkan menurut yuridis karena menurut Undang-undang Perkawinan dan
dikuatkan olen Kompilasi Hukum Islam dilihat dari status perkawinannya
yang siri dia istri tidak berhak menuntut nafkah dari suaminya karena di
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa yang berhak
mendapatkan nafkah yaitu adanya perkawinan yang sah, dalam hal ini
perkawinan yang sah sesuai dijelaskan di Undang-Undang dan dikuatkan oleh
Kompilasi Hukum Islam yaitu yang melakukan perkawinan sesuai dengan

agamanya dan di catatkan.

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat
dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau
kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat,

yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya, sedangkan norma hukum,
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dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan yang dibuat oleh
negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara

sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bagi wanita (istri) sangat beragam,
tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat
dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks
sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap
pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya
dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU
Nomor 1 Tahun 1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan
dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Nomor 1 Tahun 1974).

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan
tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai
status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari
sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri)
harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri)

dengan suaminya.



